SALINAN

PROVINST BALI

PERATURAN BU PATI BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANI SASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ‘SUWITT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan jangkauan dan kudlitas

Mengingait

pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan
bagi masyarakat perlu dibentuk unit pelaksana teknis
daerah rumah sakit umum daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan

C.

. 1

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas ‘dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah, meniyatr selain Unit
Pelaksana Teknis Daerah kabupatin, terdapat Unit
Pelaksana Teknis Daerah kabupaten di bidang kesehatan
berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit
organisasl’ bersifat funhgsional dan wunit layanan yang
bekerja secara profesi onial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaithana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ‘menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah ‘Sakit
Umum Daerah Suwiti;

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoneisia Tahun 1945;

2. UnidengUmidiang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat T Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655}






-

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negata Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan lLembaran Negara Republik Inidonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nemer 13 Tahun 2022 tentang
Perubahiah Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lembaran Negara Republik Idonesia Tahin
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nothor ‘6801);

. UndangUndkang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahon 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor % Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undiang Nomor 2 "Tahun
2022 temtang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik lmidonesia Nomor
6856);

. UndangUmidiang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provimsi
Bali {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871});

Undang Undang Nomor ‘17 ’I'ahun 2023 tentang Kesehatan
105 Tambahan LembaranNegara Repub]]k Indonesrta
Nomor 6887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara
Republik Ihdonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan T’residen Nombor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit {(lblembaran Negaiia Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.59);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Noinor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Xlasifikasi® Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451});
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11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Kiasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit {Berita Negara
Republik Indonesia Tehun 2020 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahan 2016 tentang
Pembentilkan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran
Daersh Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20)
sebapaimana telah diutiah dengan Peraturan Daerah Nomor
17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Baduag Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BU AT TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASL TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUWITL

BAB 1
KETE NTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung,

2. Bupati adalah Bupati Badung.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung

4.Dinas Kesehatan yaig selanjutnya disebut Dinas adaliah
Dinas Kesehatan Kabupa ten Badung,

.S.Kt-:\paia Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala
Dinas adalah Kepala Dinas Kiesehatan Kabupaten Badu ng

6. Rumah ‘Sakit Umum Daerah Suiwiti yang selanjutnya disebut
RSUD Suwiti adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suawiti
Kab upateir Badung.

7Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Suwiti yang
selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin RSUD Swuyiti.

B.Komite -adalah wadah profesional non struktural yang
memiliki Otoritas dalam mengawal mutu pelayanan
kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian
staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik
dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta
kescliainatan dan kesehatan kerja. '

9.8atuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI
adalah perangkat RSUD ‘Suwiti yang bertugas melakukan
pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
membantu Direktur ‘memningkatkan kinerja pelayanan,
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social
riespensibility) dalam menyelenggarakan bishis yiang sehat.
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10.Jabatan Trungsianal adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkzitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan
Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dan tenaga
terampil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi
dalam  berbagai kelompok  seswai  keahlian dan
keterampilannya.

12.Kelompok Staf Medik yang selanjutnya disingkat KSM adalah
kelompok -dokter -dan -dokter gigi yang bekerja di bidang
medik dakam -Jabatan Fuhgsional

13Instalasi adalah wmt pelaksana fungsiomal yang
menvediakan faslitas dan menveknsehrakn kegiatan
pelayaman, pendidikan, dan peheli tian RSUD ‘Suwiti,

14.Unit adalah satwan kerja non struktural yang
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan
RSUD -Swwiti.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pagal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini-dibentuk RSUD Suwifi,

() RSUD Suwiti sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
merupakan rumah sakit ymum kelas D.

BAB 1II
TEMPAT KEDUDU KAN

Pasal 3

RSUD Suwiti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertempat
kedudukan di Desa Petang Kecamatan Petang Kabupaten
Badung,

BABIV
KEDUDURAN

Pasal 4

1) RSUD Swuwiti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan Unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas.

{2) RSUD Suuwiti sebagiximana dimaksud pada ayat {1) merupakan
Unit organisas:’ bersifat khusus sebagai Unit organisasi
fungsional dan otonom yang ‘memberikan layanan secara
pirofesional.

{3) Sebagni unit -organisasi bersifat Kkhusus sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) RSUD Suwiti memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan batanig milik Daerah serta bidang
kepegawaian.
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{4) RSUD -Suwiti sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dipimpin
‘oleh seorang Direktur.

{5) Direktur dalam pengélolaan kewangan dan barang milik
Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana -dimaksud
pada ayat {3) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

{6) Pertanggungjawaban sebagalmana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan melalui penyampaian Ilaporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian RSUD -Staviti.

Pasal 5

{1) Otonom -dalam pengelolaan Kkeuangan dan barang milik
Daerah sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 3 -ayat {(3)
meliputi perencanaan, pelaksanaan, ‘dan
pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan
penatausahaan barang milik Daerah.

{2) Dalam melaksahakan ke'tentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Direktur ditetapkan selaku kuasa pehgguna anggaran
dan kuasa pengguna barang sesuai dengan kistentian
Peraturan Perundang-undangan.

{3) Selain selaku kuasa pengguna -anggaran sebagaimana
diminksnd pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan
kewenangan:

‘a. menyusun rencana kerja dan afisgaran;

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaramn;

. menandatangani surat perintat membayar;

dmengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi
tangguhg jawabnya;

‘€. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan ‘dan pejabat
penatausahaan keuangan; dan

£ menetapkan pejabat lainnya dalam Unit yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Susunan organisasi RSUD Suwiti terditi atas:
a. Direktur;

b.Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelayanan;

d. Seksi Penun jang;

e. SPI;

f. Komite,

g. KSM;

h. Kelompok Jabatan Fungsional;
i Instalasi; dan

j. Unit.
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Bagian Kedua
‘Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, dipimpin -oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
‘dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayianan

Pasal 8

Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal § huruf c
dipimnpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung
jwab kiepada Direktur.

Bagian Keempat
Seksi’ Penun jang

Pasal 9

Sekst Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
dipimpin oleh Kepala Seksi berada ‘di bawah dan bertanggung
jawab kepada D irekfur

Bagian Kelima
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 10

1) SPI sebagaimana dimaksti dalam Pasal 5 huruf e, beraiia di
bawah dan bertanggung jawab kipada Direktur.

{2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam

Komite
Pasal 11
{1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri

a. Komite medis;
b. Komite keperawatan; dan
¢. Komite non medis dan non keperawatan.

{2} Komite medis, Komite keperawatan ‘dan Kuamite non medis dan
non keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung
Jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik {good
clinical governance).
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{3) Komite medis, Komite keperawatan ‘dan Ko mite non medis dan
fion keperawatan -sebagaimana dimaksuil ‘pada ayat (1)
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

{4) Ketentuan Iebih lanjut ‘mengetiai Komite medis, Komite
keperawatan, dan Komite non medis dah fon keperawatan
dig tii dalam Keputusan Direktur.,

Kelompok Staf Medik

Pasal 12

{1} Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasol &
huruf g, sesuai dengan jenis dan jumlah tenaga medis yang
ada di RSUD Suwiti dan ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.

(2) Kepala KSM dipilih secara internal di setiap Kelompok Staf
Medis dan ditetapkan dengan Keputusan Diriktur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

{1) Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD  Suwiti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h ditetapkan
berdasarkan keahlian dan ‘spesialisasi yang dibutuhkan
sesuai dengan keten tuan Peraturan Perundang-undanigan,

(2) Kelompok  Jabatan  Fungsional mempunyai ‘tugas
melaksanakan sebagian tugas Direktur sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diattur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang- undangan.

fungsional senior yang ditun juk.

{5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasaikan kebutuhan
-dan beban kerja.

{6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsiohal diatur sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

{7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pefundang- undangan.
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Bagian Kesembilan
Instalasi

Pasal 14

{) RSUD Suwiti dapat ‘membentuk Instalasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal’‘5 huruf i, sesuai kebutuhan

{2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
dite tapkan oleh Direktur.

{3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat
dan diberhentikan oleh Direktur.

{4) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.

Bagian Kesepuluh
Unit

Pasal 15

{1) RSUD Suwiti dapat membentuk Unit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf j, sesuai kebutuhan untuk menyediakan
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan guna mendukung
peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

{2) Pembentukan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetepkan oleh Direktur.

{3) Unit sebagaimana ‘dimaksuid pada ayat {(2), dipimpin oleh
Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.

{4) S’etlap penyusunan dan tata kerja Unit hatus berdasarkan
prinsip kooidinasi, integrasi, dan ‘sinkronisasi secara vertikal
dan horizontal

‘TUGAS DAN FU NGSI

Pasal 16

RSUD Suwiti mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna.

Pasal 17

{1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana -dimaksud

dakath Pasal 15, RSUD Suwiti mem punyai fungsi:

a. penyeiengganaan pelayanan pengobatan dan pemulihan
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b.pemeliharaan dan peningkatan keschatan perorangan
melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua
dan ketiga sesuai kebutuwhan miedis;

iC. penyele nggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kemiampuan -dalam
pemberian pelayyanan kesehatan;
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d.penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pengembangan
serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan
etika ilmu pengetahuan bidahg kesehatan;

e. penyelenggaraan peneliian dan pengethbangah serta
penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan
etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan

{. pelaksanaan administrasi umum dan keuiahgan.

{2) Bagan struktur organisasi dan wuraian tugas RSUD -Suwiti
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratuiian Bupati ini

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Pengangkatan dalam jabatan ‘dan penetapan pegawai paida RSUD
Swuwiti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perumiang-andangan.

BAB VIli
JABATAN

Pasal 19

{1) Direktur merupakan jabatan -eselon b atau jabatan
administrator.

2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan
eselon IVa atan jabatan pengawas.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 20

1) Dlrekturkdalam melakisanakan tugasnya harus menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikas
serta pengawasan melekat, o plifikasi,

2) Direktur dalam mekbksanakan tusast erankan i
SeUL udialn X SaTia gashya menerapkan sistem
pengendalian internal & setiap linglumgan Unit kexjpf'-a-nya,

{3) Direktur .. bertanggung  jawab fhemimpin dar
f pn.I.E..r_lgkoordu m%;ka; 2 bawahannya  serta = memberikan
pbengarahan, bimbihgan dan petunjuk dalam el N
tugasnya, petunjuk dalam pelaksanaan

{4) Direktur dalam melaksanakan tuges mels: bi
- ugas melakukan pembinaar
dan pengawasan terhadap watuan organisasi di hawg;::;gg =

{5) Snkronisasi sthagiaimana ‘dimaksad pada avat i tn1a g
e . oot : ayat {1) - D1IE
a. S{rﬂ{romsaisg data; P yat {1) meliputi
b. Slnkromsa.SI ‘Sasatan ‘dan program; dan
€. sinkronisasi waktu dan ttzmpat kegiatan

=
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BAB X
PENDANAAN

Pasal 21
Pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD Suwiti bersumber

dart
a. Ang@r.a.n Penda paian dan BelanJa Daerah dan/atau

BAB XI
KETENTUAN PENUTU P

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunidanigkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeﬁntahkan pengundangah
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pad '-tan:gga.l Saqamari 2024

CABUPA'TEN BADUNG TAHUN 20 24 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteva Yudhya,
NIP. 19720510 199903 1 008
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